
81 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab yang lalu dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban Indonesia terhadap pengakuan Global Geopark oleh 

UNESCO berdasarkan Hukum Internasional mencakup pelaksanaan 

berbagai perjanjian internasional  itu secara langsung maupun  dalam 

bentuk pembuatan peraturan perundang-undangan baru maupun 

penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau sudah 

berlaku agar sesuai dengan perjanjian internasional atau Hukum 

Internasional, terutama peraturan perundangan-undangan yang 

menyangkut lingkungan hidup dan tata ruang. 

2. Hak dan kewajiban Indonesia terhadap pengakuan Global Geopark oleh 

UNESCO berdasarkan Hukum Nasional Indonesia mencakup hak dan 

kewajiban yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

baik yang berlaku secara nasional maupun di daerah tertentu saja karena 

dituangkan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 

Kewajiban itu termasuk penyesuaian peraturan perundang-undangan 

mengenai Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta penganggaran untuk 

pengelolaan geopark dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik 

APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. 

 

V.2. Saran 

 Selain kesimpulan tersebut penulis juga ingin  menyampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Keterikatan Indonesia dalam suatu Hukum Internasional hendaknya segera 

disosialisasikan ke daerah-daerah agar daerah dapat ikut melaksanakan 
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Hukum Internasional itu, termasuk dalam pembuatan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah terutama perjanjian internasional yang 

menghendaki keterlibatan masyarakat secara langsung seperti pelestarian 

lingkungan hidup, tata ruang wilayah, dan geopark. 

2. Khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala 

Daerah Kabupaten/Kota tentang geopark supaya dilakukan koordinasi 

antar daerah terutama daerah-daerah yang berbatasan menyangkut 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat dibuat Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang saling mendukung karena pada 

hakikatnya tidak ada daerah yang tidak memerlukan daerah lain. Dalam 

penelitian ini dapat diketahui bahwa keikutsertaan kabupaten dan kota di 

sekitar Ciletuh serta kabupaten dan kota menuju Ciletuh sangat diperlukan. 
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